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BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPAT! JEPARA
NOMOR <& TAHUN 2011

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP
PETINGGI DAN PERANGKAT DESA

BUPATI JEPARA.

a bahwa untuk medaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (28)

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 201t
tentang Perubahan Alas Peraturan Daeah Kabupaten Jepam
Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Petinggi den
Perangkat Desa, perl diatuwr pemberian tambshan pmhanilan
tetap petinggi dan perangkat desa d Kabupaten Jepara

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf & periu menetapkan Peratuan Bupati tentang Tambahan
Fenghasian Tetap Petinggi dan Perangkat Desa.

. Undang-Undang Nomor 13 Tshun 1950 tantang Pembentukan

Dasrah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Praopingi Jews
Tengah;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pamerintahan

Dapah {Lambaran Negars Republik hdonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor
4437) Ssbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomear 12 Tahun 2008 tenlang Perubahan Kedua
Atas Undanglndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Penerintahan Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesis
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahen Lembaran Negara Repubhk
hdonesia Nomor 4844

3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenlang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republi
ndonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemernntabh Nomor 72 Tahun 2005 temang Des
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 158
Tambahan Lembaran tegara Republk Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat Desa (Lemtaran
Daerah Kabupaten Jepaa Tahun 2007 Nomor 7. Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6) sebagamana
telab diubah dengan Peraturan Daerah Kabupatan Jepara Nomer
4 Tabun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daeran
Kal::upamn Jepara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Ketudukan
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Jepara Tahun 2011 Nomor 4 Tambahan Lembaran
Kabupaten Jepara Nomor 4);

& Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 31 Tahun 2010
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Nomer 27).

MEMUTUSKAN :

- PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
TETAP PETINGGI DAN PERANGKAT DESA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Jepara.

4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja desa yang
bersangkutan.

5. Petinggi adalah sebutan lain Kepala Desa di wilayah Kabupaten Jepara.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelengara pemerintahan desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga
yang merupakan perwujudan domokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa.

10.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD
bersama Petinggi.

11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan

Desa.
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L-mun penghasian yangsah yang ctenma Patingg dan
DRSS S& aphulan

Paal 2

Perac.ca~ Bucat i tambahan penghasian tetap diberikan kepads Petinggi

f

BAB i
TUMAN

Pasal 3

Ta.a- henkannya Tambahan Penghasdan Tetasp Paetinggi dan Perangkat Desa
a2aar saah salu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan gan molivasi kerje bagi
Serngg 0an Perangkat Desa, angka pennghatan pelayanan kepada masyaralet
BARB i
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP
Pasal 4

1)Tambsahan penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa bersumber dai
Anggarsn Pendapatan dan Belarje Daemh.

{2} Pemberian tambahen penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dissmikan dengan kemampuadkevangan  daerah.

(3) Besarsn tambahan penghasilan tetap Patinggi dan Perangkat Desa dtetapkan
dengan Keputusan Bupati

Pasal §

Penganggeran pemberipn tambshan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud
dsam Pasal 4 ditvangkan delsm Anggaran Pendepaten dan Belans Desa
{APBDes).

Pasal 8

Tambahan penghasitan tetap untuk Carik yang besstaius Pagawai Negeri Sipil (PNS)
diberikan sesuai dengan ketentuan paraturen perundang — undangan yang beriaku.

Pasal 7

Mekanisms Pemberian Tambshan Penghasian tetap, dietapkan sebagai berkut :

a. Untuk Petinggi. diberikan mulai 1 isatu) bulan sejak diantik

b Untuk Perangikst Desa, selblsh memilki masa kerja paling sedkit 1 (satu) tahun
dan mulai diberikan pada tahun anggaran berikuinya.

Pasal 8

(1) Petinggi atau Perangkst Desa yang diberhantikan semeniara. mash diberikan
nmmmmrm%tﬁnammn

{2) Penabat Petinggi yang berasal aan PNS tidek dibenkan tambahan penghasilan
tetap
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Pt Fetngg vacg barasal can Perangkat Desa (Non PNS) hanys manei na
- ,..gm.- wtac sezagamana penghasilen tetap yang dibenkan
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BABIV
M=_KANSLE PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal &

1)Pambayaran tambahan penghasian tetap Petinggi dan Perangkat Desa deri
Pemenntah Dasrah giskukan melaiui rekening Bendahara masing-masing desa
pada Bank Pemes ntah.

{2) Suat pertanggungiawaban tambahan penghas lan tetap Petinggi dan Perangkat
Desa terdiri dari :

a Daftar tanda terima tambahan penghasilan tetap yang ditanda tangani cleh
Petinggi dan Perangkat Desa:

b Kwitansi pencaran bermmateral cukup, ditanda tangani oleh Petinggi dan
Bendahara Desa dan

¢. Foto copy buku rekening Bendahara Desa

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Bupati ini muial bariaku pada tanggal diundangkan.
Agw sstiap orang mengatahuinya memenniahkan pengundangan peraturan Bupati
ini dengan pensmpatannya dalam Berta Daerah Kabupaten Jepara.
Ditetapkan < Jepara
pada tanggal = 2en
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